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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

meliputi perencanaan kebutuhan obat di Apotek Pandu Farma Madiun dilakukan 

dengan mengunakan metode kombinasi yaitu metode konsumsi dan metode 

morbiditas. Metode ini sudah sesuai yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 

Apotek. 

Penataan obat di Apotek Pandu Farma diurutkan berdasarkan bentuk 

sediaan, kelas terapi, suhu penyimpanan, FIFO/FEFO, dan golongan obat. 

Pengelolaan yang dilakukan di Apotek Pandu Farma Madiun telah 

memenuhi standar yang diatur dalam Permenkes No.73 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek seperti perencanaan, pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan 

dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai. 

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di Apotek Pandu Farma Madiun 

dalam hal pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat 

(PIO) dan Pemantauan Terapi Obat (PTO) sudah diterapkan sesuai dengan 

Permenkes No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. 

Konseling dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) belum dilakukan oleh 

Apotek Pandu Farma Madiun. 

 

 

B. Saran 

 

1. Diharapkan Apotek Pandu Farma Madiun dapat mempertahankan dan 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat atau pasien yang telah 

dicapai selama ini. 
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2. Tim Apotek Pandu Farma Madiun diharapkan bisa tetap menjaga 

kekompakan dalam bekerja seperti yang telah diterapkan selama ini. 

3. Diharapkan Apotek Pandu Farma Madiun kedepannya lebih meningkatkan 

Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan bisa menerapkan pelayanan farmasi 

klinik yang belum diterapkan seperti konseling dan Monitoring Efek 

Samping Obat (MESO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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